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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas 

kebebasan berekspresi di dunia digital Indonesia 

dapat ditegakkan melalui pengaduan 

konstitusional dapat diatur dan untuk mengetahui 

bagaimana perlindungan hukum terhadap hak atas 

kebebasan berekspresi di dunia digital melalui 

mekanisme pengaduan konstitusional pada 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat 

dilaksanakan. Dengan menggunakan metode 

penelitian yuridis normatif, dapat ditarik 

kesimpulan yaitu : 1.   Perlindungan hak atas 

kebebasan berekspresi di ruang digital Indonesia 

menuntut pelembagaan mekanisme pengaduan 

konstitusional (constitutional complaint) di 

Mahkamah. 2. Sistem peradilan konvensional di 

Indonesia yang terbukti mengalami inefisiensi dan 

kelumpuhan struktural dalam memulihkan hak-

hak kebebasan berekspresi yang terlanggar.. 

Kerapuhan sistem peradilan ini terbukti nyata 

dalam berbagai kasus kontemporer, seperti 

pemidanaan ekspresi duka cita Laras Faizati 

Khairunnisa, kriminalisasi aktivis anti-narkoba 

Badai NTB melalui penyalahgunaan UU ITE dan 

UU Perlindungan Data Pribadi, pemidanaan satir 

visual mahasiswa Khariq Anhar, hingga sensor 

digital sepihak tanpa kontrol yudisial melalui 

dasbor SAMAN oleh Kementerian Komunikasi 

dan Digital.  

 

Kata Kunci : kebebasan berekspresi, 

dunia digital, pengaduan konstitusional 

mahkamah konstitusi republik indonesia 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia, kebebasan berekspresi adalah 

sebuah hak asasi manusia (HAM) yang 

merupakan sebuah hak fundamental (fundamental 

political right) yang sangat penting dan harus 
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berada diluar dari jangkauan politik dengan cara 

dilindungi oleh konstitusi.5 Indonesia dengan 

tegas peraturannya dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 2025 (UUD 

1945) Pasal 28E dan 28F. Ayat 2 dari Pasal 28E 

UUD 1945 membebaskan warga negara Indonesia 

dalam “meyakini kepercayaan, menyatakan 

pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” 

dan Ayat 3 dari pasal yang sama melindungi hak 

setiap orang atas “kebebasan berserikat, 

berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”  Pasal 

28F UUD 1945 memberikan hak kepada setiap 

orang untuk “berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, 

dan menyampaikan informasi dengan 

menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”  

Terlebihnya, Indonesia didirikan di atas dua 

pilar fundamental, yakni sebagai negara hukum 

(rechtsstaat) dan sebagai negara demokrasi yang 

berkedaulatan rakyat.6 Prinsip negara hukum ini, 

yang telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 

1945, menghendaki agar penyelenggaraan negara 

dan kehidupan bermasyarakat harus berlandaskan 

pada hukum dimana hukum dan peraturan 

perundang-undangan tidak boleh ditetapkan dan 

diterapkan sepihak untuk kepentingan penguasa 

sendiri karena hukum harus menjamin 

kepentingan akan rasa adil bagi semua orang 

tanpa kecuali. Disini prinsip demokrasi yang 

berkedaulatan rakyat ini yang menjamin hak 

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan 

kenegaraan yang membutuhkan masyarakat untuk 

menyampaikan ekspresi dan suara mereka. UUD 

1945 Pasal 28E dan 28F menjadi dasar hukum 

perlindungan akan penyampaian ekspresi secara 

bebas oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai 

negara “democratische rechtsstaat” atau negara 

hukum yang demokratis.7 

Era Reformasi pasca jatuhnya rezim Orde 

Baru. Hal ini memberikan harapan baru akan 

ruang kebebasan berekspresi sipil dengan 

disahkannya Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 

tentang Pers yang melarang sensor, pembredelan, 

dan pencabutan surat izin usaha penerbitan pers 

(SIUPP).8 Terlebihnya, Abdurrahman Wahid, 

 
5 Cornell Law School: “Legal Information Institute: 

Fundamental Right” 

(https://www.law.cornell.edu/wex/fundamental_right, 

Diakses pada 26 September 2025). 
6 I Dewa Gede Atmadja, dkk., Teori Konstitusi dan Konsep 

Negara Hukum (Malang: SETARA Press, 2015), hal 90. 
7 Ibid, hal. 94. 
8 Herlambang P. Wiratraman, “Indonesia’s Press Freedom 

and Law at Twenty-Five: Achievements, Legal Changes 

https://www.law.cornell.edu/wex/fundamental_right
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yang lebih dikenal sebagai Gus Dur, 

membubarkan Departemen Penerangan saat dia 

menjabat sebagai presiden pada tahun 19999 

karena dianggap telah terlalu banyak mencampuri 

urusan pengelolaan informasi yang sebenarnya 

merupakan hak rakyat.10  

Akan tetapi, optimisme tersebut tidak 

bertahan begitu lama karena praktik-praktik 

represif dari pihak penguasa yang telah menjadi 

ciri khas rezim otoriter sebelumnya ternyata tidak 

sepenuhnya hilang, bahkan di era digital ini, 

dimana cara untuk mengemukakan pendapat dan 

ekspresi tidak hanya bisa disampaikan secara lisan 

seperti pidato namun juga dapat dilakukan melalui 

tulisan dalam berbagai macam medium, termasuk 

tulisan di media sosial11. Di dunia kontemporer 

saat ini, perkembangan dari teknologi informasi 

telah mengubah cara masyarakat berekspresi 

mengenai kehidupan mereka sehari-hari. Media 

sosial telah menjadi sarana utama bagi masyarakat 

untuk menyebarkan informasi, berdiskusi, dan 

menyampaikan opini mereka secara luas dan 

cepat. Tapi, negara dan pihak pemerintah, masih 

cenderung menggunakan dalil pembangunan, 

keamanan, dan ketertiban politik untuk merepresi 

protes dan kritik terhadap pemerintah yang, 

menurut Usman Hamid sebagai Direktur 

Eksekutif Amnesty International Indonesia, 

seharusnya ditinggalkan sejak runtuhnya rezim 

Orde Baru.12  

Instrumen hukum yang paling sering 

digunakan untuk menginjak hak kebebasan 

berekspresi adalah Undang-Undang No. 11 Tahun 

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

terlebihnya pasal-pasal karet mengenai 

pencemaran nama baik dan ujaran kebencian yang 

digunakan secara disproporsional untuk 

mengkriminalisasikan jurnalis, aktivis, akademisi, 

hingga warga negara biasa yang menyuarakan 

pendapat kritisnya lewat media sosial. Praktik ini 

 
And Continuing Challenges”, Jurnal IUS Hukum dan 

Keadilan, Vol. 13 Issue 2, 2025, hal. 291.  
9 Masduki, Regulasi Penyiaran ; Dari Otoriter ke Liberal 

(Yogyakarta: LKiS Yogyakarta, 2007), hal. 128. 
10 Lukman Hadi Subroto dan Tri Indriawati, “Alasan Gus 

Dur Membubarkan Departemen Penerangan” 

(https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/29/16000097

9/alasan-gus-dur-membubarkan-departemen-penerangan, 

diakses 30 September 2025).  
11 Wiranata, dkk., “Kebebasan Berekspresi Melalui Media 

Digital dan Penerapannya Di Indonesia”, Pancasakti Law 

Journal, Vol.1 No. 2, 2023, hal. 207. 
12 Amnesty International Indonesia, “25 tahun Reformasi: 

Kebebasan berekspresi semakin mengalami represi” 

(https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/25-

tahun-reformasi-kebebasan-berekspresi-semakin-

mengalami-represi/05/2023/, diakses pada 30 September 

2025). 

dikenal sebagai Strategic Lawsuit Against Public 

Participation (SLAPP), yaitu tuntutan strategis 

yang tujuan utamanya bukan untuk mencari 

kebenaran materiil, melainkan untuk 

membungkam partisipasi publik melalui proses 

hukum yang menguras energi, waktu, dan biaya.13 

Di era sekarang, kemudahan untuk 

berekspresi di media sosial diimbangi dengan 

masifnya potensi represi melalui UU ITE dan 

serangan digital lainnya yang sayangnya 

kebanyakan dilakukan oleh pejabat atau institusi 

negara. Seringkali, korban kriminalisasi atau 

serangan digital tidak mendapatkan keadilan 

melalui mekanisme peradilan biasa, bahkan 

putusan pengadilan itu sendiri dapat menjadi 

sumber pelanggaran hak konstitusional. Instrumen 

hukum yang tersedia saat ini, termasuk judicial 

review, belum sepenuhnya memadai untuk 

memberikan perlindungan yang efektif terhadap 

pelanggaran hak fundamental yang bersifat 

konkret dan individual. Dengan demikian, 

constitutional complaint dapat berfungsi sebagai 

katup pengaman dan upaya hukum pamungkas 

(ultimum remedium) bagi para pembuat konten, 

jurnalis, aktivis, dan warga negara pada umumnya 

yang hak atas kebebasan berekspresinya di ranah 

digital dilanggar oleh tindakan negara.  

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum 

terhadap hak atas kebebasan berekspresi di 

dunia digital Indonesia dapat ditegakkan 

melalui pengaduan konstitusional? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum 

terhadap hak atas kebebasan berekspresi di 

dunia digital melalui mekanisme pengaduan 

konstitusional pada Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia? 

 

C. Metode Penelitian 

Tipe penelitian yang digunakan penulis 

adalah penelitian hukum yuridis normatif. 

 

PEMBAHASAN 

A. Pengaturan Perlindungan Hukum 

terhadap Hak Kebebasan Berekspresi di 

Dunia Digital Melalui Pelembagaan 

Pengaduan Konstitusional  

Penataan dan rancang bangun kelembagaan 

mekanisme pengaduan konstitusional 

(constitutional complaint) di Indonesia mutlak 

memerlukan landasan teoritis dan yuridis yang 

komprehensif, yang diekstraksi melalui tinjauan 

 
13 Etheldreda E.L.T. Wongkar, dkk, Panduan Bagi Pengacara 

Publik dalam Menghadapi Kasus SLAPP (Indonesian 

Center for Environmental Law, 2021), hal. 4. 

https://www.kompas.com/stori/read/2022/07/29/160000979/alasan-gus-dur-membubarkan-departemen-penerangan
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komparatif terhadap yurisdiksi peradilan 

konstitusi modern yang telah mapan. Dalam 

lanskap hukum tata negara global, Jerman, Korea 

Selatan, dan Spanyol merupakan tiga negara 

penganut tradisi hukum civil law yang 

menyajikan model perlindungan hak-hak 

fundamental paling representatif dan progresif. 

Ketiga yurisdiksi ini memiliki kerangka 

operasional yang mengizinkan warga negara 

secara perorangan mengajukan gugatan langsung 

(direct individual access) ke mahkamah konstitusi 

atas tindakan atau kelalaian otoritas publik yang 

mencederai hak-hak asasi mereka.14 

Pelembagaan kewenangan pengaduan 

konstitusional kepada Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia merupakan agenda reformasi 

hukum yang mendasar guna menjamin 

perlindungan hak-hak asasi warga negara secara 

paripurna.15 Dalam praktik ketatanegaraan saat 

ini, ketiadaan mekanisme formal constitutional 

complaint memaksa warga negara melakukan 

penyesuaian bentuk (pseudo-judicial review) 

dengan membungkus pengaduan sengketa konkret 

mereka ke dalam format pengujian undang-

undang secara abstrak.  

Realitas empiris ini tercermin dari banyaknya 

berkas permohonan dengan substansi pengaduan 

konstitusional yang terpaksa dinyatakan tidak 

dapat diterima (niet ontvankelijk) karena MKRI 

menilainya sebagai persoalan pelaksanaan norma 

di lapangan dan bukan inkonstitusionalitas norma 

undang-undang itu sendiri. Guna mengatasi 

kekosongan hukum pemulihan hak ini, terdapat 

tiga jalur pelembagaan hukum tata negara utama 

yang ditawarkan oleh para akademisi dan praktisi 

hukum, yaitu jalur amandemen konstitusi secara 

formal, jalur legislasi melalui revisi undang-

undang organik, serta jalur aktivisme yudisial 

melalui penafsiran progresif oleh hakim 

konstitusi.16 

 

a. Jalur Amandemen UUD 1945 

Jalur pertama dan yang paling ideal secara 

doktriner adalah melalui mekanisme Amandemen 

Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). 

Pelembagaan melalui jalur ini dilakukan dengan 

merekonstruksi rumusan kewenangan MKRI 

dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 guna 

menyisipkan kewenangan memutus pengaduan 

 
14 Hikam Hulwanullah dan Torik Abdul Aziz Wibowo, 

“Hybrid Multi-Level Constitutional Complaint: Reforming 

Constitutional Rights Protection in Indonesia”, 

Constitutional Review, Vol. 12 No. 1, 2026, hal. 276. 
15 Mahfiana, op. cit., hal. 67. 
16 Ibid. 

konstitusional warga negara secara eksplisit. Opsi 

ini memberikan derajat kepastian hukum (legal 

certainty) tertinggi serta legitimasi konstitusional 

terkuat bagi MKRI dalam mengoreksi segala 

tindakan inkonstitusional dari seluruh cabang 

kekuasaan negara.17  

Sebagai alternatif taktis agar rumusan 

konstitusi tidak bersifat kaku, pembentuk undang-

undang dasar dapat mengadopsi model rumusan 

terbuka (open-ended formula) dengan 

menambahkan frasa "kekuasaan lain yang 

diberikan oleh undang-undang" di dalam Pasal 

24C UUD 1945, yang membuka celah 

penambahan kewenangan baru di masa depan 

cukup melalui undang-undang organik biasa. 

Kendati sangat kokoh, jalur amandemen formal 

ini diidap oleh kelemahan berupa kompleksitas 

prosedural yang sangat berat berdasarkan Pasal 37 

UUD NRI 1945, serta hambatan politis yang besar 

untuk menyatukan konsensus di kalangan anggota 

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang 

terdiri atas elemen Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).18 

 

b. Jalur Revisi Undang-Undang Mahkamah 

Konstitusi 

Menyadari sulitnya merealisasikan 

amandemen konstitusi dalam jangka pendek, jalur 

kedua yang dipandang paling pragmatis, 

responsif, dan rasional adalah melalui reformasi 

legislasi berupa revisi terhadap Undang-Undang 

Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah 

Konstitusi jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2020 (UU MK).19 Pada jalur ini, DPR dan 

Presiden selaku pembentuk undang-undang dapat 

memberikan penafsiran autentik (legislative 

interpretation) untuk memperluas definisi 

"pengujian undang-undang" (judicial review) agar 

mencakup pengujian konstitusionalitas atas 

keputusan, tindakan faktual, atau kelalaian pejabat 

publik yang melanggar hak-hak dasar.  

Opsi ini dapat direalisasikan dengan 

menghidupkan kembali draf regulasi "Pasal 10A" 

yang sempat diusulkan oleh Fraksi Gerindra dan 

Demokrat dalam draf RUU Perubahan Ketiga UU 

MK tahun 2020 namun dihapus pada detik-detik 

akhir karena keterbatasan waktu pembahasan.20 

Pasal 10A tersebut secara progresif memberikan 

kewenangan kepada MKRI untuk mengadili 

 
17 Ibid. 
18 Ibid. 
19 Putri, op. cit., hal. 258. 
20 Prianter Jaya Hiari, “Menelaah Pengaturan Constitutional 

Complaint Dalam Revisi UU Mahkamah Konstitusi”, 

INFO Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan 

Strategis, Vol. XV No. 4, 2023, hal. 8. 
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pengaduan konstitusional warga negara terkait 

keputusan atau tindakan pejabat publik yang 

inkonstitusional saat melaksanakan undang-

undang, disertai syarat pembatasan ketat yang 

mengecualikan perkara konflik kepentingan serta 

putusan peradilan biasa yang telah berkekuatan 

hukum tetap (inkracht van gewijsde). Opsi 

legislatif lainnya adalah dengan menyisipkan frasa 

"dan pelaksanaannya" pada Pasal 51 UU MK 

guna memperluas subjek hukum pelaksana 

undang-undang sebagai ruang lingkup pengujian 

konstitusionalitas.21 

 

c. Jalur Penafsiran Konstitusi dan Aktivisme 

Yudisial 

Jalur ketiga mengandalkan keberanian 

intelektual dan aktivisme peradilan (judicial 

activism) dari para hakim konstitusi untuk 

melakukan penafsiran progresif atau penafsiran 

non-originalis (non-originalist interpretation) 

terhadap teks konstitusi. Berdiri di atas doktrin 

hukum progresif bahwa hukum dibentuk untuk 

manusia dan merupakan suatu proses yang selalu 

berkesinambungan, MKRI dapat menafsirkan 

kewenangan pengujian undang-undang secara 

ekstensif. Melalui metode penafsiran yudisial ini, 

hakim konstitusi dapat menafsirkan frasa 

"kerugian konstitusional" dalam Pasal 51 ayat (1) 

UU MK secara komprehensif, bahwa kerugian 

tersebut tidak hanya timbul dari keberlakuan 

norma undang-undang yang abstrak, melainkan 

juga bersumber dari kesalahan penerapan hukum 

(error in interpretando) atau kesalahan penafsiran 

norma tersebut oleh aparat penegak hukum dan 

pejabat publik dalam sengketa konkret.22  

Dalam versi penafsiran yudisial yang lebih 

radikal, akademisi mengusulkan bahwa 

pelembagaan ini tidak mutlak memerlukan 

landasan legal-formal tertulis, melainkan dapat 

dideklarasikan secara progresif melalui 

pembentukan konvensi ketatanegaraan 

berdasarkan tiga tujuan filosofis hukum 

(kepastian, keadilan, dan kemanfaatan), serta 

mendayagunakan hak ultra petita hakim untuk 

memutus melampaui apa yang dimohonkan 

pemohon demi menghindari kekosongan hukum.23 

 

d. Kebuntuan Jalur Yudisial dan Pembatasan 

Yurisprudensi MKRI 

Namun demikian, efektivitas penegakan 

hukum melalui jalur penafsiran yudisial ini 

menghadapi tembok pembatas yang sangat kaku 

di dalam yurisprudensi internal MKRI sendiri. 

 
21 Putri, op. cit., 265. 
22 Putra, op. cit., hal. 41. 
23 Mahfiana, op. cit., hal. 72. 

Sejarah penegakan hukum mencatat bahwa pada 

tahun 2019, masyarakat sipil pernah berupaya 

membuka pintu constitutional complaint yudisial 

dengan mengajukan uji materiil terhadap Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman (Perkara No. 

28/PUU-XVII/2019) dan memohon agar MKRI 

memberikan tafsir konstitusional bahwa 

pengaduan konstitusional adalah bagian yang 

inheren dari kewenangan pengujian undang-

undang. Melalui Putusan Nomor 28/PUU-

XVII/2019, MKRI secara tegas menolak 

permohonan tersebut dengan dalil bahwa 

meskipun constitutional complaint merupakan 

bagian dari pengujian konstitusionalitas, MKRI 

terikat pada sifat limitatif Pasal 24C ayat (1) UUD 

NRI 1945 dan tidak memiliki wewenang untuk 

menambahkan yurisdiksinya sendiri secara 

sepihak tanpa adanya amandemen konstitusi 

formal.  

Kebuntuan putusan MKRI ini menegaskan 

bahwa sekalipun para hakim siber kerap 

menggunakan instrumen putusan "inkonstitusional 

bersyarat" (conditionally unconstitutional) untuk 

menyelamatkan hak-hak pemohon dari penafsiran 

sewenang-wenang undang-undang oleh penegak 

hukum, pelembagaan constitutional complaint 

yang komprehensif dan berkepastian hukum di 

Indonesia pada akhirnya wajib diletakkan pada 

instrumen legislasi formal, baik melalui 

pembahasan prioritas Revisi Keempat Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi maupun melalui 

Amandemen Kelima UUD NRI 1945.24 

 

B. Pelaksanaan Perlindungan Hukum 

terhadap Kebebasan Berekspresi di Dunia 

Digital Melalui Mekanisme Pengaduan 

Konstitusional pada Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia 

Sistem peradilan konvensional di Indonesia 

terbukti lamban, formalistik, dan mengalami 

kelumpuhan struktural dalam memulihkan hak 

kebebasan berekspresi warga negara yang 

dirampas: 

 

a. Lembaga Praperadilan 

Inefisiensi struktural pertama terekam secara 

jelas pada Lembaga Praperadilan yang diatur 

dalam Pasal 77 hingga Pasal 83 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Lembaga yang secara filosofis dibentuk sebagai 

kontrol yudisial horizontal untuk menguji 

keabsahan tindakan paksa aparat penegak hukum 

ini terbukti tidak berdaya dalam menghadapi 

kriminalisasi ekspresi digital karena tiga faktor 

 
24 Putri, op. cit., 265. 
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kelemahan internal.25 

Faktor pertama adalah dominasi pengujian 

yang bersifat administratif-formil semata, dimana 

hakim praperadilan dalam praktiknya hanya 

memeriksa kelengkapan prosedur tertulis, seperti 

ada atau tidaknya surat perintah dan pemenuhan 

syarat formal dua alat bukti awal, tanpa dibekali 

kompetensi materiil untuk menguji apakah 

substansi ekspresi digital yang disangkakan 

kepada tersangka sesungguhnya merupakan hak 

asasi yang dilindungi secara sah oleh konstitusi.26 

Faktor kedua adalah ancaman gugurnya 

permohonan secara instan berdasarkan ketentuan 

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, yang 

menyatakan bahwa pemeriksaan praperadilan 

otomatis gugur seketika saat sidang perkara 

pidana pokok mulai diperiksa di pengadilan 

negeri. Celah hukum prosedural ini kerap 

dieksploitasi secara taktis oleh penyidik dengan 

mempercepat pelimpahan berkas perkara pokok 

ke pengadilan guna melumpuhkan pengawasan 

praperadilan, yang pada akhirnya sering kali 

menghasilkan surat dakwaan yang asal jadi dan 

tidak matang.27 

Faktor ketiga adalah ketertutupan pintu 

upaya hukum lanjutan, di mana berdasarkan Pasal 

45A UU Mahkamah Agung dan PERMA Nomor 

4 Tahun 2016, putusan praperadilan bersifat final 

sehingga menutup rapat ruang banding, kasasi, 

maupun Peninjauan Kembali (PK).28 

Konsekuensinya, jika hakim praperadilan 

melakukan kekeliruan fatal dalam menafsirkan 

keabsahan upaya paksa terhadap ekspresi siber, 

korban sama sekali tidak memiliki saluran koreksi 

cepat untuk memulihkan haknya. 

 

b. Peradilan Umum 

Inefisiensi struktural kedua bersumber dari 

mekanisme litigasi pada Peradilan Umum melalui 

jalur pemeriksaan biasa (banding dan kasasi). 

Proses persidangan pidana siber di pengadilan 

negeri hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung 

dikenal sangat lambat, berbelit-belit, dan 

menuntut biaya operasional yang sangat tinggi. 

 
25 Moch Adhitya Rifka Wibowo dan Sunarto Sunarto, 

“Analisa Yuridis Peran Pra Peradilan Dalam Penegakan 

Hukum Pidana Di Indonesia”, Terang: Jurnal Kajian Ilmu 

Sosial, Politik Dan Hukum, Vol. 1 Edisi 1, 2024, hal. 306. 
26 Sujiono, “Implementasi Lembaga Praperadilan Untuk 

Perlindungan Hukum Hak-Hak Tersangka (Studi Kasus Di 

Pengadilan Negeri Tenggarong)”, Risalah Hukum, Vol. 8 

No. 2, 2012, hal. 67. 
27 Ibid. hal. 47. 
28 I Kadek Apdila Wirawan, “Tertutupnya Pintu Upaya 

Hukum Putusan Praperadilan: Suatu Tinjauan Filosofi” 

(https://www.dandapala.com/opini/detail/tertutupnya-

pintu-upaya-hukum-putusan-praperadilan-suatu-tinjauan-

filosofi, diakses 31 Agustus 2026). 

Karakteristik peradilan konvensional yang 

memakan waktu lama ini seringkali di 

instrumentalisasi oleh aktor-aktor yang memiliki 

relasi kekuasaan atau modal yang lebih kuat 

sebagai taktik Strategic Lawsuit Against Public 

Participation (SLAPP) atau Unjustifiable 

Lawsuits Against the Press (ULAP).29 

Taktik ini tidak bertujuan untuk mencari 

kebenaran materiil di persidangan, melainkan 

untuk menyiksa mental, menguras energi 

psikologis, dan menghancurkan sumber daya 

finansial para pembela HAM maupun warga kritis 

di ruang digital. Selain itu, kecenderungan hakim 

peradilan umum yang formalistik sering kali 

melahirkan disparitas putusan serta anomali 

peradilan yang mengabaikan standar hak asasi 

manusia. Risiko penjatuhan hukuman yang lebih 

berat pada tingkat peradilan atas juga 

mempercepat timbulnya efek gentar (digital 

chilling effect) yang memaksa masyarakat 

melakukan swasensor (self-censorship) demi 

menghindari pusaran peradilan pidana yang 

melelahkan. 

 

c. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 

Inefisiensi struktural ketiga terlihat pada 

ranah Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang 

diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 juncto Undang-Undang Nomor 51 

Tahun 2009. Meskipun dirancang untuk 

menyelesaikan sengketa antara warga negara 

dengan pejabat administratif, daya jangkau PTUN 

sangat terbatas dalam mengoreksi represi digital 

karena hambatan kompetensi absolut dan defisit 

eksekusi. 

Secara kompetensi yurisdiksi, PTUN hanya 

berwenang menguji keputusan tertulis 

(beschikking) dan tidak memiliki kapasitas 

yudisial untuk mengadili tindakan faktual di 

lapangan (feitelijke handelingen atau concrete 

acts) maupun kebijakan siber administratif 

informal (seperti intimidasi luring oleh aparat 

siber atau penyensoran siber tanpa dokumen 

resmi) yang merenggut hak kebebasan berekspresi 

warga negara. Pengujian PTUN pun dibatasi pada 

aspek rechtmatigheid (legalitas hukum formal) 

dan secara tegas melarang pengujian terhadap 

aspek doelmatigheid (kebijaksanaan substansial), 

sehingga sering kali gagal menyentuh akar 

pelanggaran hak asasi yang terselubung di balik 

diskresi administrasi. 

Lebih krusial lagi, PTUN mengidap 

kelemahan struktural akut berupa ketiadaan 

lembaga juru sita atau instrumen pemaksa yudisial 

 
29 Wiratraman, “Press freedom, law and politics in 

Indonesia”, hal. 231. 

https://www.dandapala.com/opini/detail/tertutupnya-pintu-upaya-hukum-putusan-praperadilan-suatu-tinjauan-filosofi
https://www.dandapala.com/opini/detail/tertutupnya-pintu-upaya-hukum-putusan-praperadilan-suatu-tinjauan-filosofi
https://www.dandapala.com/opini/detail/tertutupnya-pintu-upaya-hukum-putusan-praperadilan-suatu-tinjauan-filosofi
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(judicial enforcement) yang memadai untuk 

memaksa pejabat publik menaati putusan yang 

telah berkekuatan hukum tetap. Kepatuhan 

terhadap putusan PTUN sepenuhnya bergantung 

pada itikad baik birokrasi, sehingga melahirkan 

pembangkangan sistemik (systemic non-

compliance) di mana banyak putusan PTUN 

diabaikan begitu saja oleh pejabat tata usaha 

negara tanpa adanya konsekuensi hukum atau 

karier yang tegas. 

d. Mahkamah Konstitusi RI 

Inefisiensi struktural keempat, yang menjadi 

puncak dari segala kebuntuan perlindungan 

hukum, bermuara pada limitasi yurisdiksi 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

(MKRI). Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat 

(1) UUD NRI 1945, MKRI hanya dibekali 

kewenangan untuk menguji undang-undang 

secara abstrak (abstract judicial review) terhadap 

konstitusi. Akibatnya, MKRI tidak memiliki 

kewenangan yurisdiksi untuk menilai 

inkonstitusionalitas perbuatan konkret pejabat 

publik, kelalaian negara (constitutional omission), 

maupun putusan lembaga peradilan biasa yang 

nyata-nyata melanggar hak asasi warga negara. 

Ketika warga negara yang hak berekspresinya 

dirampas oleh putusan peradilan umum 

mengajukan gugatan ke MKRI, permohonan 

tersebut secara konsisten dinyatakan tidak dapat 

diterima (niet ontvankelijk verklaard) karena 

mahkamah tidak berwenang mengadili pengaduan 

konstitusional (constitutional complaint).  

Ketertutupan akses ini memaksa para pencari 

keadilan melakukan kamuflase gugatan (pseudo-

judicial review) dengan membungkus sengketa 

konkret mereka ke dalam format uji materiil 

undang-undang. Meskipun dalam beberapa kasus 

MKRI berusaha menambal kelemahan ini dengan 

mengeluarkan putusan "inkonstitusional 

bersyarat" (conditionally unconstitutional), 

putusan normatif-abstrak tersebut tetap bersifat 

erga omnes dan tidak memiliki daya laku surut 

serta tidak mampu memberikan pemulihan hak 

individu secara langsung bagi korban konkret 

yang telah terlanjur mendekam di balik jeruji besi. 

 

Diskursus Kasus Kontemporer Kebebasan 

Berekspresi Digital 

Inefisiensi struktural tersebut terekam secara 

nyata melalui analisis mendalam terhadap contoh-

contoh perkara siber kontemporer berikut: 

 

a. Kasus Laras Faizati Khairunnisa 

Laras Faizati Khairunnisa (26), staf kontrak 

di ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA), 

ditangkap oleh Direktorat Tindak Pidana Siber 

Bareskrim Polri pada 1 September 2025 tanpa 

klarifikasi awal, menyusul unggahan Instagram 

Story-nya (@larasfaizati) yang memuat ekspresi 

kemarahan sarkastik dan kedukaan mendalam 

("Please burn this building down...") atas 

tewasnya pengemudi ojol Affan Kurniawan yang 

terlindas rantis Brimob saat demonstrasi Agustus 

2025.30 

JPU menuntut Laras 1 tahun penjara 

menggunakan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat 

(2) UU ITE dan Pasal 160 serta 161 KUHP. 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui 

Putusan No. 675/Pid.Sus/2025/PN JKT.SEL 

memvonis Laras bersalah melakukan penghasutan 

dengan hukuman 6 bulan penjara dengan masa 

percobaan (pidana pengawasan) selama 1 tahun, 

merampas ponsel iPhone 16 miliknya, serta 

memerintahkan pemusnahan paksa akun 

Instagram pribadinya. 

Komnas Perempuan dan PERADI melalui 

Amicus Curiae menegaskan bahwa ekspresi Laras 

murni merupakan protes politik konstitusional 

(protected speech) yang sah. Sistem hukum siber 

Indonesia gagal mengenali konteks semiotik 

ekspresi emosional tersebut, mengubah 

"kemarahan publik" menjadi delik pidana, serta 

menghancurkan ruang hidup dan karier Laras 

melalui "penjara tanpa jeruji" yang 

inkonstitusional.31 

 

b. Kasus Uswatun Hasanah (Badai NTB) 

Uswatun Hasanah, Ketua SEMMI NTB, 

menggunakan akun Facebook "Badai NTB" untuk 

meluncurkan kampanye naming and shaming 

tagar #bongkarbandar sabu di Pulau Sumbawa. Ia 

mengunggah foto wajah dan peran individu yang 

disinyalir sebagai bandar narkotika, termasuk 

mencantumkan foto politisi lokal Hilda Komala 

Dewi (HLD). Atas laporan HLD, Polres Bima 

menetapkan Badai NTB sebagai tersangka. 

 Penyidik Polres Bima melakukan 

kriminalisasi berlapis menggunakan UU ITE dan 

Pasal 65 ayat (2) UU PDP No. 27/2022 tentang 

larangan memperoleh atau mengungkapkan data 

pribadi orang lain. Kasus ini merupakan preseden 

sangat berbahaya di mana instrumen UU PDP—

yang filosofi awalnya dibentuk untuk 

memproteksi data privasi warga dari eksploitasi 

 
30 Tim VOI, “Chronology of the Instagram Post Case, Laras 

Faizati Sentenced to Probation” 

(https://voi.id/en/news/552328#google_vignette, Diakses 

26 Agustus, 2026). 
31 Amnesty International Indonesia, “Vonis bersalah Laras 

adalah penjara tanpa jeruji” 

(https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-

bersalah-laras-adalah-penjara-tanpa-jeruji/01/2026/, 

Diakses 26 Agustus 2026). 

https://voi.id/en/news/552328#google_vignette
https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-bersalah-laras-adalah-penjara-tanpa-jeruji/01/2026/
https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/vonis-bersalah-laras-adalah-penjara-tanpa-jeruji/01/2026/
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korporasi—justru dipersenjatai (weaponized) oleh 

aparat sebagai instrumen sensor alternatif untuk 

melindungi kepentingan elit korup dan 

membungkam laporan publik siber. 

Penanganan kasus siber Badai NTB dipenuhi 

oleh kesewenang-wenangan prosedural, di mana 

SPDP diterbitkan menggantung selama lebih dari 

300 hari tanpa kepastian hukum. Upaya 

praperadilan yang diajukan oleh Koalisi BERANI 

ke PN Raba Bima dihambat secara birokratis oleh 

ketidakhadiran Polres Bima pada sidang perdana. 

Korban juga mengalami kriminalisasi fisik 

tambahan berupa penahanan atas tuduhan 

penganiayaan terpisah guna melumpuhkan 

kredibilitas moral sosialnya. 

 

c. Kasus Khariq Anhar 

Khariq Anhar, aktivis mahasiswa Universitas 

Riau yang vokal mengkritik kebijakan UKT 

birokrasi kampus, ditangkap secara paksa dengan 

kekerasan tanpa penunjukan surat tugas yang sah 

oleh siber Polda Metro Jaya di Bandara Soekarno-

Hatta pada 29 Agustus 2025. Penangkapan dipicu 

oleh unggahan meme satire visual "timpa teks" 

(text overwriting) menggunakan Canva di akun 

@aliansimahasiswapenggugat, yang menyunting 

judul berita media Redaksi Kota terkait 

pernyataan Said Iqbal yang melarang mahasiswa 

ikut demo, memodifikasinya sebagai satire visual 

yang menyentil Said Iqbal. 

Jaksa mendakwa Khariq melanggar Pasal 48 

ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) UU ITE mengenai 

transmisi dan pengubahan data elektronik milik 

orang lain tanpa hak, serta menuntut hukuman 6 

bulan penjara dan pemusnahan paksa akun 

Instagram-nya. Kuasa hukum dari TAUD 

menegaskan dakwaan ini salah kaprah secara 

doktrinal; Pasal 32 UU ITE dirancang untuk 

melindungi integritas database siber dari peretasan 

sistem, sedangkan dokumen asli media Redaksi 

Kota sama sekali tidak terganggu atau rusak. 

Tindakan menyunting tangkapan layar di ponsel 

pribadi murni budaya meme satire yang lazim di 

ruang digital. 

Kendati PN Jakarta Pusat sempat 

mengabulkan eksepsi Khariq karena dakwaan 

jaksa kabur (obscuur) pada Januari 2026, jaksa 

tetap berkeras mendaftarkan kembali perkara 

tersebut dan menuntutnya bersalah. Puncak 

ketidakadilan tergambar dalam sidang pledoi 20 

Agustus 2026, dimana Khariq hadir dengan 

mengenakan atribut toga kelulusan lengkap dari 

Universitas Riau, meratapi masa depannya yang 

terancam sirna di balik jeruji besi akibat sebuah 

satire visual. 

 

d. Kasus “Surat Cinta” Komdigi 

Sejak pertengahan tahun 2025, Kementerian 

Komunikasi dan Digital (Komdigi) di bawah 

pimpinan Dirjen Pengawasan Ruang Digital 

Alexander Sabar mengoperasikan Sistem 

Kepatuhan Moderasi Konten (SAMAN) untuk 

mendeteksi dan menyensor konten di internet 

secara otomatis. Platform digital (PSE UGC) 

dipaksa mematuhi notifikasi takedown dalam 

tenggat waktu rigid (1–24 jam) di bawah ancaman 

denda berat dan pemblokiran berdasarkan 

Kepmen Kominfo No. 522/2024. 

SAMAN terbukti bertransformasi menjadi 

instrumen sensor politik sepihak tanpa 

pengawasan kekuasaan kehakiman: 

- Penurunan konten sejarah @perupadata 

terkait Tragedi Pemerkosaan 1998 pada 18 

Juni 2025. 

- Pemblokiran penuh akun TikTok LBH Jakarta 

pada 4 September 2025 pasca-demonstrasi. 

- Tindakan geo-blocking Meta atas desakan 

pemerintah terhadap akun media siber 

alternatif Magdalene.co terkait kasus 

penyiraman aktivis HAM Andrie Yunus pada 

3 April 2026. 

- Penurunan paksa konten @dayatpiliang yang 

mengkritik Presiden Prabowo pada 20 Maret 

2026 dan @cabinetcouture_idn yang 

menunjukan barang-barang mewah pejabat 

negara. 

- Fenomena "Surat Cinta Komdigi" berupa 

notifikasi pelanggaran hukum ketat dikirim 

langsung via platform X kepada akademisi 

Soe Tjen Marching. 

Absolutisme administratif ini memicu 

lahirnya Koalisi TAKDIR (LBH Pers, ELSAM, 

AJI, SAFEnet, Magdalene, dsb.) yang 

mengajukan permohonan uji materiil PP No. 71 

Tahun 2019 ke Mahkamah Agung pada 17 Juli 

2026. Koalisi menguji Pasal 95, Pasal 96 huruf a, 

dan huruf b karena ketiadaan definisi "pemutusan 

akses" serta keberadaan frasa karet "meresahkan 

masyarakat" yang melegitimasi kesewenang-

wenangan sensor Komdigi. 

 

Implikasi Perspektif Pelembagaan bagi 

Pemulihan Hak Korban 

Jika Indonesia mengadopsi mekanisme 

constitutional complaint di MKRI, sistem 

perlindungan hak siber akan mengalami 

transformasi progresif yang secara nyata mampu 

memulihkan hak-hak para korban di atas ke 

keadaan semula (restitutio in integrum): 

a. Pemulihan Yudisial Korban Pemidanaan 

Cacat Ham 
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Korban seperti Laras Faizati dapat langsung 

mendaftarkan judicial constitutional 

complaint ke MK terhadap putusan final 

peradilan umum. Jika MK memutus bahwa 

vonis PN Jakarta Selatan terhadap Laras 

melanggar hak konstitusionalnya atas 

kemerdekaan berekspresi, MK memiliki 

yurisdiksi untuk menganulir status bersalah 

Laras, mengembalikan ponsel iPhone 16 yang 

dirampas, serta membatalkan perintah 

penghapusan akun Instagram pribadinya.  

 

 

b. Perisai Konstitusional terhadap SLAPP 

Bagi aktivis seperti Khariq Anhar dan Badai 

NTB, constitutional complaint akan bertindak 

sebagai senjata penangkis yang instan. 

Mereka dapat meminta MK mengeluarkan 

putusan sela / provisi untuk menghentikan 

seketika proses penyidikan atau penuntutan 

yang terbukti dilakukan dengan motif jahat 

penindasan aspirasi publik (malicious 

prosecution), tanpa harus menunggu proses 

peradilan pidana umum yang melelahkan fisik 

dan mental. 

c. Membatalkan Otoritarianisme Administratif 

Komdigi 

Tindakan penyensoran sepihak melalui dasbor 

SAMAN Komdigi terhadap akun LBH 

Jakarta, Magdalene.co, @perupadata, 

@cabinetcouture_idn dapat dijadikan objek 

sengketa pengaduan konstitusional langsung 

di MK atas dasar pelanggaran hak atas 

informasi (Pasal 28F UUD 1945). MK 

berwenang menyatakan pemutusan akses 

tersebut bertentangan dengan konstitusi, 

membatalkan perintah takedown secara serta-

merta, dan memerintahkan pemerintah 

memulihkan akses platform tersebut tanpa 

harus melalui peradilan tata usaha negara 

biasa yang lamban. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Kesimpulan pertama menegaskan bahwa 

perlindungan hak atas kebebasan berekspresi 

di ruang digital Indonesia menuntut 

pelembagaan mekanisme pengaduan 

konstitusional (constitutional complaint) di 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia 

(MKRI). Mengacu pada studi komparatif di 

negara-negara penganut tradisi civil law 

seperti Jerman (Verfassungsbeschwerde), 

Korea Selatan (Hun-Ma dan Hun-Ba beserta 

reformasi judgment complaint 2026), dan 

Spanyol (Recurso de Amparo), desain yang 

paling akomodatif dan ideal untuk diterapkan 

di Indonesia adalah Model Pengaduan 

Konstitusional Hibrida Multi-Tingkat (Hybrid 

Multi-Level Constitutional Complaint 

Model). Karakter hibrida ini memperluas 

yurisdiksi MKRI agar tidak hanya menguji 

norma undang-undang secara abstrak, 

melainkan juga mengadili perbuatan konkret 

atau kelalaian pejabat publik (constitutional 

omission), aturan kebijakan administrasi 

(beleidsregel), serta putusan peradilan umum 

yang inkonstitusional (judicial constitutional 

complaint). Sementara itu, struktur multi-

tingkat menerapkan asas subsidiaritas dan 

doktrin exhaustion of local remedies, di mana 

lembaga peradilan di bawah Mahkamah 

Agung tetap bertindak sebagai benteng 

penyaring tingkat pertama, sedangkan MKRI 

memposisikan diri murni sebagai jaring 

pengaman hukum konstitusional terakhir 

(final safety net) guna memitigasi risiko 

kelumpuhan kelembagaan akibat lonjakan 

beban perkara (judicial overload). Meskipun 

jalur amandemen formal terhadap Pasal 24C 

ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan fondasi 

paling ideal secara doktriner, jalur reformasi 

legislasi melalui revisi UU MK (dengan 

menghidupkan kembali klausul Pasal 10A 

atau menyisipkan frasa "dan pelaksanaannya" 

pada Pasal 51) menjadi langkah yang paling 

realistis dan pragmatis untuk segera menutup 

celah hukum pemulihan hak warga negara. 

2. Kesimpulan kedua menyoroti kegagalan 

sistem peradilan konvensional di Indonesia 

yang terbukti mengalami inefisiensi dan 

kelumpuhan struktural dalam memulihkan 

hak-hak kebebasan berekspresi yang 

terlanggar. Lembaga praperadilan di bawah 

KUHAP terbukti mandul karena sebatas 

menguji formalitas administratif dua alat 

bukti, mudah digugurkan melalui taktik 

percepatan pelimpahan berkas perkara pokok, 

dan putusannya tertutup dari upaya hukum 

lanjutan. Pada saat yang sama, proses di 

peradilan umum berlangsung lambat dan 

berbiaya mahal sehingga kerap dipersenjatai 

sebagai Strategic Lawsuit Against Public 

Participation (SLAPP) yang memicu efek 

gentar (digital chilling effect) dan swasensor 

(self-censorship), sedangkan PTUN 

terkendala kompetensi yang hanya menguji 

beschikking tertulis serta tidak memiliki 

aparat eksekusi yang memaksa. Kerapuhan 

sistem peradilan ini terbukti nyata dalam 

berbagai kasus kontemporer, seperti 

pemidanaan ekspresi duka cita Laras Faizati 
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Khairunnisa, kriminalisasi aktivis anti-

narkoba Badai NTB melalui penyalahgunaan 

UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi, 

pemidanaan satir visual mahasiswa Khariq 

Anhar, hingga sensor digital sepihak tanpa 

kontrol yudisial melalui dasbor SAMAN oleh 

Kementerian Komunikasi dan Digital. 

Dengan diintegrasikannya kewenangan 

constitutional complaint, MKRI dapat 

bertindak sebagai instrumen pemulihan hak 

yang utuh (restitutio in integrum), mampu 

menerbitkan putusan sela/provisi untuk 

menghentikan tuntutan beritikad buruk 

(malicious prosecution), serta membatalkan 

putusan peradilan pidana yang 

inkonstitusional maupun tindakan 

pemblokiran internet secara sepihak oleh 

otoritas administratif. 

 

B.   Saran 

1. Direkomendasikan kepada DPR dan Presiden 

membentuk undang-undang  bersama 

Mahkamah Konstitusi yang didorong untuk 

segera mengambil langkah konkret dalam 

memperkuat kerangka regulasi dan 

kelembagaan perlindungan hak digital. Dalam 

jangka pendek, DPR dan Presiden perlu 

memprioritaskan Revisi Keempat Undang-

Undang Mahkamah Konstitusi dalam 

Program Legislasi Nasional dengan 

memasukkan pengaturan komprehensif 

mengenai constitutional complaint, mencakup 

kriteria keterimaan gugatan (admissibility), 

batas waktu pendaftaran (30 hingga 90 hari), 

denda terhadap gugatan main-main (frivolous 

complaints), serta kewajiban menempuh 

seluruh upaya hukum biasa. Dalam jangka 

panjang, materi muatan ini perlu dikukuhkan 

secara permanen melalui Amandemen Kelima 

UUD NRI 1945 guna memberikan legitimasi 

konstitusional tertinggi. Bersamaan dengan 

itu, pembentuk undang-undang wajib 

merevisi pasal-pasal multitafsir dalam UU 

ITE, menyelaraskan implementasi UU PDP 

agar tidak dibelokkan menjadi senjata 

impunitas elit, serta meninjau ulang regulasi 

moderasi konten (seperti PP 71/2019 dan 

Permenkominfo 522/2024) dengan 

mewajibkan adanya penetapan pengadilan 

sebelum pemutusan akses dilakukan. Dari sisi 

kelembagaan, MK disarankan segera 

mempersiapkan Peraturan Mahkamah 

Konstitusi (PMK) dan tata kelola 

kepaniteraan khusus yang memfungsikan 

panel penyaring hakim guna menyeleksi 

perkara-perkara yang tidak berlandaskan 

argumentasi konstitusional serius (manifestly 

ill-founded) secara cepat dan profesional. 

2. Pada tataran peradilan operasional dan 

gerakan masyarakat sipil, reformasi 

paradigma penegakan hukum mutlak 

diperlukan guna menjamin iklim demokrasi 

digital yang sehat. Mahkamah Agung perlu 

menerbitkan pedoman yudisial yang 

mewajibkan para hakim peradilan umum dan 

praperadilan untuk menerapkan doktrin anti-

SLAPP secara progresif serta berani menguji 

dimensi materiil hak asasi manusia sejak 

tahapan pemeriksaan pendahuluan, sehingga 

ekspresi yang sah (protected speech atau 

satir) tidak serta-merta diseret ke pusaran 

pidana. Aparat penegak hukum, khususnya 

Kepolisian dan Kejaksaan, dituntut untuk 

memegang teguh asas ultimum remedium dan 

prinsip keadilan restoratif secara substantif, 

serta menghentikan praktik kriminalisasi 

berbasis pasal-pasal karet demi membungkam 

kritik terhadap pejabat publik. Terakhir, bagi 

akademisi, lembaga swadaya masyarakat, 

jurnalis, dan organisasi pembela hak asasi 

manusia, disarankan untuk memperkuat 

advokasi persidangan melalui instrumen 

sahabat pengadilan (Amicus Curiae), 

melakukan pemantauan peradilan secara 

sistematis, serta terus mengonsolidasikan 

wacana publik mengenai urgensi hak atas 

pemulihan konstitusional sebagai instrumen 

mutlak pembatas kekuasaan dalam 

mewujudkan negara hukum yang demokratis 

(democratische rechtsstaat). 
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